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ABSTRAK 

 
Strategi Peningkatan Nilai Indikator Halaman III DIPA Pada Aspek 

Perencanaan IKPA Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik 

Indonesia 

 

Cita Mismiana, Neneng Sri Rahayu 

e-mail:mismianacita@gmail.com 

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  

 
Kualitas perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian 
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya pada aspek perencanaan yang 
diukur melalui indikator Halaman III DIPA. Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Republik Indonesia (LPSK), capaian indikator Halaman III DIPA menunjukkan tren 
peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat fluktuasi deviasi antara 
Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran yang mengindikasikan bahwa 
kualitas perencanaan belum optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada efektivitas 
pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator 
Halaman III DIPA serta merumuskan strategi peningkatan capaian indikator tersebut dalam 
aspek perencanaan guna mengoptimalkan nilai IKPA di LPSK. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang terlibat 
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan LPSK. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingginya deviasi antara RPD dan realisasi anggaran dipengaruhi oleh 
keterbatasan akurasi perencanaan, belum optimalnya koordinasi antarunit kerja, 
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta karakteristik belanja LPSK yang 
bersifat dinamis dan bergantung pada kebutuhan perlindungan saksi dan korban. Strategi 
yang direkomendasikan meliputi penguatan perencanaan berbasis data historis, penerapan 
risk-based planning, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi 
antarunit, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. 
Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi perencanaan, 
menurunkan tingkat deviasi anggaran, serta meningkatkan capaian indikator Halaman III 
DIPA dan nilai IKPA secara berkelanjutan pada LPSK. 
 
Kata Kunci: Kata Kunci: IKPA, Halaman III DIPA, Rencana Penarikan Dana (RPD), 
perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan negara, LPSK 
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ABSTRACT 

 
Strategies to Improve page III DIPA Indicator Scores regarding the IKPA 

Planning Aspect at  the Witness and Victim Protection Agency of the Republic 

of Indonesia 

Cita Mismiana, Neneng Sri Rahayu 

e-mail:mismianacita@gmail.com 

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  

 
The quality of budget planning is one of the main determinants in achieving the Budget 
Implementation Performance Indicator (IKPA), particularly in the planning aspect 
measured through the DIPA Page III Indicator. At the Witness and Victim Protection Agency 
of the Republic of Indonesia (LPSK), the achievement of the DIPA Page III Indicator has 
shown improvement in recent years; however, fluctuations in the deviation between the 
Budget Withdrawal Plan (RPD) and actual budget realization indicate that the planning 
process has not yet reached an optimal level. This condition has implications for the quality 
of budget implementation and organizational performance. This study aims to analyze the 
factors causing the suboptimal achievement of the DIPA Page III Indicator and to formulate 
strategies for improving the planning aspect of IKPA at LPSK. The research employed a 
qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth 
interviews, observations, and document analysis involving key informants responsible for 
budget planning and implementation within LPSK. The findings indicate that the main 
factors contributing to planning deviations include limited forecasting accuracy, 
inadequate coordination among work units, constraints in human resource capacity, and 
the dynamic and case-driven characteristics of LPSK expenditure patterns. The study 
proposes several strategic improvements, including strengthening data-driven planning, 
implementing risk-based planning, enhancing inter-unit coordination, improving human 
resource competencies, and optimizing the use of integrated financial information systems. 
The implementation of these strategies is expected to improve the accuracy of budget 
planning, reduce deviations between planned and actual expenditures, and ultimately 
enhance the achievement of IKPA performance indicators within LPSK. 
 
Keywords: Budget Implementation Performance Indicator (IKPA), DIPA Page III, Budget 
Withdrawal Plan (RPD), Budget Planning, Public Financial Management, Witness and 
Victim Protection Agency (LPSK) 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 
 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara, termasuk 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus dilakukan secara 

profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, dengan tetap 

memperhatikan aspek keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Halim, A., 2016).  

Reformasi ini juga mendorong integrasi siklus anggaran yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

secara terpadu, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih realistis serta 

meningkatkan kualitas pelaporan publik yang sederhana dan transparan (Andrews, 

2015). Hal ini sejalan dengan prinsip value for money yang menekankan aspek 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara (Pollitt & 

Bouckaer, 2017). Di Indonesia, penerapan anggaran berbasis kinerja dimulai dari 

proses perencanaan yang mengacu pada dokumen strategis seperti RPJMN, RKP, 

Renstra, dan RKA-K/L yang memuat target output dan indikator kinerja yang 

terukur (Ummam et. al., 2023). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

awalnya digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada 

kementerian/lembaga, namun tingkat pemanfaatannya belum optimal dan belum 

menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran (Pratolo & Simali, 2019).  

Bagi lembaga pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar, pelaksanaan 

anggaran menjadi tahap krusial karena merupakan fase implementasi program dan 

kegiatan publik yang telah direncanakan. Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan 

dengan mengacu pada dokumen DIPA yang telah disahkan oleh Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Umum Negara melalui penilaian 

IKPA. Pada awal implementasinya, pengelolaan IKPA masih bersifat manual 
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sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam akurasi data, namun saat ini 

telah dikembangkan sistem digital melalui aplikasi Online Monitoring SPAN untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

2024). 

IKPA juga telah berkembang menjadi indikator kinerja utama dalam 

pengelolaan anggaran pemerintah serta menjadi dasar dalam evaluasi kualitas 

pelaksanaan anggaran pada kementerian/lembaga (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2023). Meskipun demikian, perhatian terhadap kualitas 

pelaksanaan anggaran masih belum optimal, yang tercermin dari masih rendahnya 

nilai IKPA pada sejumlah kementerian/lembaga (OECD, 2023). Evaluasi kinerja 

pelaksanaan anggaran merupakan aspek penting dalam sistem pengelolaan 

keuangan negara untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran 

(International Monetary Fund, 2022). Dalam konteks Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban Republik Indonesia, upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran 

terus dilakukan melalui optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran 

guna mendukung peningkatan layanan perlindungan bagi saksi dan korban. Selain 

itu, LPSK juga berupaya memperluas akses keadilan melalui peningkatan jumlah 

permohonan perlindungan serta peningkatan kualitas layanan dan bantuan yang 

diberikan kepada saksi dan korban. 

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan negara, peningkatan 

kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menuntut adanya sinergi yang kuat 

antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional pada setiap 

kementerian/lembaga. Keterpaduan tersebut diperlukan agar setiap program dan 

kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan 

target kinerja, jadwal pelaksanaan, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan 

dalam DIPA. Perencanaan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada 

pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan proyeksi 

kebutuhan anggaran yang realistis, terukur, dan adaptif terhadap perubahan 

lingkungan strategis.  
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Dalam prosesnya, masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan yang 

tertuang dalam DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran di lapangan. Kondisi 

tersebut tercermin dari masih tingginya deviasi antara RPD dan realisasi anggaran, 

frekuensi revisi anggaran, serta belum optimalnya sinkronisasi antara jadwal 

pelaksanaan kegiatan dengan penyerapan anggaran. Permasalahan tersebut 

berdampak pada menurunnya kualitas aspek perencanaan dalam penilaian IKPA, 

khususnya pada indikator Halaman III DIPA, yang pada akhirnya memengaruhi 

efektivitas pengelolaan anggaran dan pencapaian target kinerja organisasi 

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perencanaan yang lebih adaptif 

melalui pemanfaatan data historis, analisis tren, dan penerapan risk-based planning 

untuk meningkatkan akurasi penyusunan RPD serta mengantisipasi berbagai risiko 

yang dapat memengaruhi pelaksanaan anggaran. Pendekatan tersebut 

memungkinkan satuan kerja menyusun perencanaan yang lebih responsif terhadap 

dinamika kebutuhan organisasi, sehingga deviasi antara rencana dan realisasi dapat 

diminimalkan dan kualitas pelaksanaan anggaran dapat ditingkatkan (OECD, 

2023). 

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan negara, peningkatan 

kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran juga menuntut adanya sinergi yang 

kuat antara perencanaan strategis dan operasional di tingkat kementerian/lembaga. 

Ketidaksesuaian antara rencana yang tertuang dalam DIPA dengan realisasi di 

lapangan sering kali menjadi faktor utama rendahnya nilai IKPA, khususnya pada 

aspek perencanaan seperti deviasi RPD dan revisi anggaran (Rahayuningsih et al., 

2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perencanaan yang lebih adaptif dan 

berbasis data historis serta analisis risiko untuk meminimalkan ketidakpastian 

dalam pelaksanaan anggaran (Rakhmanita, 2023). Selain itu, penguatan kapasitas 

sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta pemanfaatan 

teknologi informasi dalam sistem penganggaran menjadi faktor kunci dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, alokasi Anggaran LPSK untuk tahun 

2020-2024 adalah seperti pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Alokasi Anggaran LPSK Tahun 2020 s/d 2024 

Program Tahunn Anggaran (milyar) 
2020 2021 2022 2023 2024 

Program 
Pelayanan dan 
Penegakan Hukum 

- 94,299,914 191,117,968 228,341,726 186,698,768 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

101,412,918 49,263,884 54,415,257 67,892,668 92,762,898 

TOTAL 101,412,918 143,563,798 245,533,225 296,234,394 279,461,666 
Sumber: LPSK, dan diolah 2025 

 

Untuk menilai sejauh mana LPSK telah mencapai tujuannya, perlu dibuat 

ukuran kerja yang akan menunjukkan sasaran dan hasil yang ingin diraih dalam 

waktu 5 (lima) tahun. Indikator dan sasaran kerja bisa dilihat dalam Tabel 1.2 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Indikator Kinerja LPSK Tahun 2020-2024 

No. Sarana Strategis Indikator 

Capaian 
Base 
Line 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Terwujudnya 
pelayanan yang 
prima dalam 
memberikan 
layanan 
perlindungan 
terhadap saksi, 
saksi pelaku, 
pelapor, dan ahli 
yang aman, 
nyaman, bebas dari 
rasa takut 

Tingkat Kepuasan 
Saksi terhadap 
layanan 
perlindungan dan 
pemenuhan hak 
saksi, saksi 
pelaku, pelapor, 
dan ahli (Nilai 
Survey Kepuasan 
Layanan LPSK) 

83.00 83,50 85,37 84.00 84,25 84,50 

Persentase 
pemberian layanan 
perlindungan dan 
pemenuhan hak 
saksi, saksi 
pelaku, 
pelapor dan ahli 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Persentase 
penyelesaian 
komplain atas 
layanan 
perlindungan dan 
pemenuhan hak 
saksi, saksi 
pelaku, pelapor 
dan ahli 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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No. Sarana Strategis Indikator 

Capaian 
Base 
Line 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase 
konsistensi 
kesaksian untuk 
mengungkap 
perkara 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tingkat 
kemanfaatan, 
kehadiran dan 
kepercayaan 
aparat penegak 
hukum terhadap 
perlindungan 
LPSK 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

2 Terwujudnya 
pelayanan yang 
prima dalam 
memberikan 
layanan bantuan 
medis, rehabilitasi 
psikososial, dan 
psikologis terhadap 
korban tindak 
pidana 

Tingkat Kepuasan 
Korban terhadap 
layanan bantuan, 
rehabilitasi 
psikososial dan 
psikologis 
terhadap korban 
tindak pidana 
(Nilai Survey 
Kepuasan 
Layanan LPSK) 

83.00 83,50 85,37 84.00 84,25 84,50 

Persentase 
pemberian layanan 
bantuan medis, 
rehabilitasi 
psikososial, dan 
psikologis 
terhadap korban 
tindak pidana 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
penyelesaian 
komplain atas 
layanan bantuan, 
rehabilitasi 
psikososial dan 
psikologis 
terhadap korban 
tindak pidana 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase korban 
pulih (tidak 
memerlukan 
layanan yang 
ditetapkan 
berdasarkan 
keputusan LPSK) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Terwujudnya 
pelayanan prima 
untuk memfasilitasi 
kompensasi dan 
restitusi 

Presentase 
pemenuhan 
permohonan 
restitusi yang 
diputus pengadilan 
berdasarkan 
pengajuan LPSK 

90% 90% 90% 95% 95% 100% 
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No. Sarana Strategis Indikator 

Capaian 
Base 
Line 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

Presentase 
pemenuhan 
permohonan 
kompensasi yang 
diputus pengadilan 
berdasarkan 
pengajuan LPSK 

90% 90% 90% 95% 95% 100% 

4 Meningkatkan 
akses masyarakat 
terhadap layanan 
perlindungan dan 
pemenuhan hak 
saksi dan korban 

Persentase 
perwakilan kantor 
LPSK di daerah 

0 20% 30% 40% 50% 60% 

Persentase 
peningkatan 
jumlah pemohon 
perlindungan saksi 
dan korban 

1541 20% 
pdari 
tahun 
2019 

20% 
dari 

tahun 
2020 

20% 
dari 

tahun 
2021 

20% 
dari 

tahun 
2022 

20% 
dari 

tahun 
2023 

Presentase 
partisipasi 
masyarakat 

250.000 30% 
dari 

tahun 
2019 

30% 
dari 

tahun 
2020 

30% 
dari 

tahun 
2021 

30% 
dari 

tahun 
2022 

30% 
dari 

tahun 
2023 

5 Terwujudnya 
Lembaga 
Perlindungan Saksi 
dan Korban yang 
akuntabel 

Indeks Reformasi 
Birokrasi  

60.04 70 
(B) 

75 
(BB) 

80 
(BB) 

81 
(A) 

83 
(A) 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 
IKPA 0 0 0 82.83 90.45 93.90 

  Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

50.83 59 
(CC) 

68 
(B) 

72 
(BB) 

76 
(BB) 

81 
(A) 

Sumber: LPSK, dan diolah 2025 

 

IKPA merupakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas pelaksanaan 

anggaran pada Kementerian/Lembaga, yang mencakup kesesuaian dengan 

perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi pelaksanaan, serta 

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Ummam et. al., 2023). Penilaian IKPA 

terdiri atas tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan 

anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (Sahara et al., 2025).  

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada aspek kualitas perencanaan 

anggaran, khususnya indikator yang terdapat pada Halaman III DIPA, karena masih 

terdapat kebutuhan perbaikan dalam proses perencanaan agar lebih selaras dengan 

pelaksanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran mengukur sejauh mana 

realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DIPA 

(Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana 

Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, penyusunan perencanaan kas menjadi 

tanggung jawab Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai BUN Pusat, sedangkan 

Kementerian/Lembaga bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Penarikan 

Dana (RPD). RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA menjadi salah satu 

indikator penting dalam penilaian IKPA yang menggambarkan kualitas 

perencanaan kas dan konsistensi pelaksanaan anggaran (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2023). 

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan 

selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja 

Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, 

efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan 

terhadap regulasi. Penilaian IKPA terdiri dari tiga aspek, antara lain aspek kualitas 

perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan 

anggaran. Penelitian ini mengulas pada aspek kualitas perencanaan anggaran 

khususnya pada indikator halaman III DIPA, karena dinilai perlu dilakukan 

perbaikan dari sisi perencanaan anggaran. Aspek kualitas perenanaan anggaran 

adalah penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang 

direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor PMK Nomor 197 /PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, 

Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK ini menyatakan bahwa 

tanggung jawab penyusunan perencanaan kas dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat, dan Kementerian Negara/Lembaga 

(K/L) bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD).  

Penilaian IKPA LPSK dalam periode tahun 2022 sampai dengan 2024 

menunjukan nilai IKPA yang semakin meningkat dan sudah dalam tahap maksimal, 

akan tetapi LPSK terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, sesuai 

Grafik 1.1 sebagai berikut: 
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Sumber: Data KPPN 1 

Grafik 1.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

 

Pada tahun 2024, nilai deviasi halaman III DIPA sudah mengalami 

peningkatan sebesar 82.73% dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar 

53.85%, hal ini sudah dikatakan lebih baik akan tetapi masih belum maksimal, 

seperti pada Grafik 1.2 sebagai berikut: 

 

 
Sumber: Data KPPN 1 

Grafik 1.2 Deviasi Halaman III DIPA 
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Berdasarkan grafik diatas masih dikatakan belum cukup karena nilai 

tersebut bersifat fluktuatif belum dikategorikan optimal Berdasarkan hal tersebut 

LPSK memiliki kewajiban dan ditutut untuk melakukan penyusunan rencana 

penarikan dana secara bulanan dan triwulan secara maksimal.  

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lembaga mandiri yang 

dibentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam memperkuat kelembagaan dan mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelindungan saksi dan korban, 

maka dibentuk Sekretariat Jenderal yang di pimpin oleh Sekretaris Jenderal sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK. 

Sekretariat Jenderal LPSK mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian 

dukungan administratif dan substantif kepada LPSK, terdiri dari 4 Biro yakni Biro 

Umum dan Kepegawaian, Biro Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, 

Biro Penelaahan Permohonan, dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban serta 4 

(empat) kantor Perwakilan di Daerah. 

Anggaran LPSK yang tercantum pada DIPA dibagi untuk masing-masing 

Biro-biro dan kantor perwakilan. Dalam pengelolaan anggaran APBN, LPSK 

memiliki DIPA Tunggal dan hanya memiliki satu KPA (Kuasa Pengguna 

Anggaran). KPA bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan anggaran dalam satu 

DIPA, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan 

anggaran. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi APBN yang 

mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Salah satu perwujudan 

fungsi perencanaan dalam pengelolaan APBN adalah penyusunan rencana 

penarikan dana yang tepat dan akurat. RPD adalah rencana penarikan kebutuhan 

dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) LPSK untuk 
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pelaksanaan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun. Bobot nilai IKPA untuk Deviasi 

Halaman III DIPA sebesar 15%, nilai bobot yang lumayan besar, sehingga nilai 

indikator halaman III DIPA memiliki peran penting dalam nilai indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran (IKPA). Deviasi adalah selisih antara rencana penarikan pada 

Halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang 

dilakukan oleh Kementerian negara/Lembaga, deviasi bisa berupa deviasi minus 

maupun deviasi plus dan batas tolerasi deviasi jika nilai deviasi masih di bawah 5%, 

sebagaimana diatur formulasi nya seperti pada Tabel 1.6 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.6 Nilai Deviasi 

Rentang Deviasi Nilai Indikator Keterangan 
0-5,0% 100 Sesuai presentasi deviasi 
>5,0% 0-95,0 Tidak sesuai presentasi deviasi 

Sumber: DJP, 2025 

 

Pengukuran nilai indikator halaman III DIPA berasal dari rencana penarikan 

dana yang disusun Kementerian negara/Lembaga yang tercantum pada DIPA. 

Perhitungan nilai indikator halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata 

kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) 

bulanan.  

Perbandingan antara rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran 

LPSK selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaiamana pada Tabel 1.7 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.7 Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Anggaran LPSK 

Bulan 

Tahun 
2022 (juta) 2023 (juta) 2024 (juta) 

RCN 
(juta) 

PNY 
(juta) 

DVS 
(%) 

RCN 
(juta) 

PNY 
(juta) 

DVS 
(%) 

RCN 
(juta) 

PNY 
(juta) 

DVS 
(%) 

Januari  8.339   1.579  84.00  9.918   19.835  61.48  8.049   8.019  0.21 
Februari  8.734   5.377  67.38  14.111   28.223  45.43  25.083   13.508  38.53 
Maret  8.825   4.755  62.75  13.580   27.160  45.20  16.056   28.593  37.84 
April  8.828   9.591  58.33  18.419   36.837  44.37  17.395   17.398  28.38 
Mei  8.828   8.958  51.36  17.786   35.572  41.02  15.010   15.014  22.71 
Juni  10.377   18.784  49.25  29.160   58.320  42.90  26.827   26.353  21.72 
Juli  16.352   10.596  50.12  26.948   53.897  43.60  22.958   20.917  20.15 
Agustus  12.061   15.729  46.90  27.789   55.579  44.32  31.227   26.469  19.34 
September  12.060   9.066  46.53  21.127   42.253  42.74  25.793   23.451  20.61 
Oktober  101.688   13.400  47.35  115.088   230.175  43.70  44.506   43.172  18.98 
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Bulan 

Tahun 
2022 (juta) 2023 (juta) 2024 (juta) 

RCN 
(juta) 

PNY 
(juta) 

DVS 
(%) 

RCN 
(juta) 

PNY 
(juta) 

DVS 
(%) 

RCN 
(juta) 

PNY 
(juta) 

DVS 
(%) 

November  17.560   30.552  48.55  48.111   96.223  46.15  19.182   15.377  17.27 
Desember  17.560   30.552  48.55  48.111   96.223  46.15  19.182   15.377  17.27 

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) 
Keterangan: RCN: Rencana, PNY: Penyerapan, DVS: Deviasi 

 

Berdasarkan Tabel 1.7 diatas tingkat deviasi masih tinggi, terlihat 

ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan penyerapan anggaran. Hal 

ini yang melatarbelakangi peneliti ingin mengulas lebih dalam hal-hal yang 

berkenaan dengan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada aspek 

perencanaan khususnya indikator halaman III DIPA. LPSK adalah Lembaga yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban 

tindak pidana, permasalahan dalam merencanakan anggaran dalam memberikan 

pelayanan sangat sulit karena tergantung kepada permohonan dan pelayanan 

perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban. Keterbatasan sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan PPK sulit untuk 

membagi pekerjaan nya karena masih memegang dua jabatan sekaligus sehingga 

tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai PPK. Penyusunan RPD ini dikerjakan 

oleh unit perencanaan yang tidak memperhitungkan rencana kegiatan dan 

pelaksanaan anggaran secara akurat, hanya membagi dari nilai pagu anggaran 

masing-masing biro dibagi menjadi 12 bulan sehingga RPD yang dihasilkan tidak 

akurat atau tidak ada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan. 

Nilai indikator pada Halaman III DIPA diklasifikasikan ke dalam beberapa 

kategori penilaian yang mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan 

realisasi anggaran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas kinerja 

anggaran serta efektivitas pemberian layanan, termasuk dalam konteks dukungan 

dan bantuan kepada saksi dan korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban Republik Indonesia (Susanto, 2023).  Penyusunan RPD yang tercantum 

dalam halaman III DIPA adalah salah satu indikator untuk penilaian IKPA (indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran) Kementerian negara/Lembaga.  
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RPD disusun untuk memastikan ketersediaan dana sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan kegiatan, sehingga realisasi anggaran dapat berjalan tertib, tepat 

waktu, dan sesuai rencana. Dalam konteks IKPA, RPD menjadi instrumen penting 

untuk mengukur kualitas perencanaan melalui tingkat deviasi antara rencana dan 

realisasi penarikan dana (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).  

Semakin akurat penyusunan RPD, semakin kecil deviasi yang terjadi, yang 

pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai indikator Halaman III DIPA 

(Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban Republik Indonesia, RPD berperan strategis dalam mendukung kelancaran 

program perlindungan saksi dan korban yang bersifat dinamis, sekaligus 

mencerminkan implementasi pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan 

berbasis kinerja (Mardiasmo, 2018). Konsep RPD merupakan dokumen 

perencanaan kas yang tercantum dalam Halaman III DIPA, yang memuat proyeksi 

kebutuhan dana per bulan selama satu tahun anggaran. RPD berfungsi sebagai dasar 

pengendalian arus kas negara serta instrumen pengukuran kualitas perencanaan 

anggaran pada satuan kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). 

Dalam kerangka anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), 

RPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan representasi perencanaan 

operasional yang menghubungkan antara program, kegiatan, dan jadwal 

pelaksanaan anggaran (OECD, 2023). Semakin akurat RPD disusun, semakin kecil 

deviasi antara rencana dan realisasi, sehingga berdampak positif terhadap kualitas 

pelaksanaan anggaran dan nilai IKPA (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). 

Dalam sistem IKPA, aspek perencanaan diukur melalui tingkat deviasi antara RPD 

dan realisasi anggaran. Deviasi yang tinggi menunjukkan (a) perencanaan yang 

kurang presisi, (b) lemahnya forecasting kebutuhan belanja, (c) koordinasi internal 

yang belum optimal, dan (d) belum efektifnya mekanisme pengendalian dini. 

Sebaliknya, deviasi yang rendah mencerminkan (a) disiplin perencanaan, (b) 

integrasi antara unit perencana dan pelaksana, serta (c) kualitas manajemen kas 

yang baik (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 
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2023). Dengan demikian, RPD menjadi indikator kunci dalam menilai kualitas tata 

kelola keuangan instansi serta efektivitas pengendalian anggaran (Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, 2023). 

Karakteristik Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas 

memberikan perlindungan kepada saksi dan korban menunjukkan bahwa struktur 

belanjanya bersifat (a) case-driven (bergantung pada jumlah dan jenis perkara), (b) 

tidak sepenuhnya dapat diprediksi di awal tahun, dan (c) memiliki potensi 

kebutuhan mendesak. Karakteristik ini berimplikasi pada (a) tingginya potensi 

deviasi RPD, (b) perlunya pendekatan risk-based planning, serta (c) kebutuhan data 

historis sebagai basis estimasi (Kadir, 2024). Oleh karena itu, penyusunan RPD di 

LPSK tidak dapat sepenuhnya menggunakan pendekatan incremental budgeting, 

melainkan perlu dilengkapi dengan analisis tren dan manajemen risiko guna 

meningkatkan akurasi perencanaan dan stabilitas pelaksanaan anggaran (Gafur A, 

2023). 

Selain itu, kualitas penyusunan RPD juga dipengaruhi oleh kapasitas 

kelembagaan dan sistem informasi yang digunakan dalam proses perencanaan dan 

penganggaran. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi seperti SAKTI dan sistem 

monitoring berbasis data memungkinkan satuan kerja melakukan penyesuaian 

rencana secara lebih cepat dan akurat terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan 

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Di sisi lain, penerapan cash 

forecasting yang berbasis data historis dan analisis tren terbukti mampu 

meningkatkan presisi estimasi kebutuhan dana serta meminimalkan risiko deviasi 

(OECD, 2023). Oleh karena itu, penguatan sistem digital dan kapasitas sumber daya 

manusia menjadi faktor penting dalam optimalisasi RPD sebagai instrumen 

pengendalian anggaran.  

Tujuan utama penyusunan RPD dalam konteks Strategi Peningkatan Nilai 

Indikator Halaman III DIPA pada aspek perencanaan adalah untuk memastikan 

tersusunnya proyeksi kebutuhan dana yang akurat, realistis, dan terukur sesuai 

jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga deviasi antara rencana dan realisasi 
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anggaran dapat diminimalkan dan nilai IKPA dapat ditingkatkan (Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, 2024). Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Republik Indonesia, RPD berfungsi sebagai instrumen pengendalian kas yang 

strategis dalam mendukung kelancaran program perlindungan saksi dan korban 

yang bersifat dinamis, sekaligus sebagai wujud implementasi anggaran berbasis 

kinerja yang menekankan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kinerja keuangan secara akuntabel dan efisien (OECD, 2023). 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai lembaga yang 

berdiri sendiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas UU 13/2006. 

Untuk memperkuat organisasinya dan membantu pelaksanaan tugas dalam 

melindungi saksi dan korban, dibentuk Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh 

Sekretaris Jenderal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 yang 

merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Sekretariat Jenderal LPSK. Sekretariat Jenderal LPSK bertugas memberikan 

dukungan administratif dan substantif kepada LPSK, yang terdiri dari empat biro, 

yaitu Biro Umum dan Kepegawaian, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan 

Masyarakat, Biro Penelaahan Permohonan, serta Biro Pemenuhan Hak Saksi dan 

Korban, serta memiliki dua kantor perwakilan di daerah (Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2019). 

 Masalah yang belum diselesaikan oleh LPSK berpengaruh pada penarikan 

DIPA, sehingga kerumitan masalah tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan 

secara serius sebagai berikut: 

1) Kurangnya keseriusan dari para pemimpin dalam merencanakan kegiatan, yang 

lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kebutuhan organisasi, bisa 

membuat rencana menjadi kurang efektif dan tidak efisien karena tidak sesuai 
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dengan sasaran organisasi. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber 

daya dan menimbulkan rasa tidak puas di antara anggota organisasi.  

2) Kurangnya perencanaan yang tidak efektif adalah tidak sesuai dengan tujuan 

organisasi sehigga kegiatan yang direncanakan mungkin tidak mendukung misi 

dan visi organisasi, sehingga arah organisasi menjadi tidak jelas, secara umum 

dapat meghambat dalam pencapaian organisasi 

3) Pemborosan sumber daya hal ini menjadi penggunaan anggaran, waktu, dan 

tenaga menjadi tidak optimal karena tidak terarah dengan baik pada kebutuhan 

yang sebenarnya 

4) Ketidakpuasan stakeholder, karyawan dan pihak terkait lainnya mungkin 

merasa frustrasi jika kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan 

atau harapan organisasi 

5) Perubahan yang berkelanjutan, sesuai dengan rencana yang tidak jelas atau 

didorong oleh kepentingan tertentu cenderung sering berubah, menciptakan 

ketidakstabilan dalam operasional organisasi. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai kualitas 

aspek perencanaan di masing-masing kementerian/lembaga masih belum optimal 

sehingga menyebabkan capaian IKPA belum maksimal (Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, 2024). IKPA merupakan salah satu indikator penting dalam 

penilaian Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah sebagai bagian dari 

penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja (Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023). Oleh karena itu, 

menjadi sangat penting untuk meningkatkan capaian IKPA pada Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban melalui penyusunan langkah-langkah strategis 

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, khususnya dalam 

penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai bagian dari kualitas 

perencanaan anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang 

ditemukan adalah sebagai berikut: 
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1. Belum optimalnya kualitas perencanaan anggaran pada Halaman III DIPA 

2. Rendahnya konsistensi dan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran terhadap 

rencana yang ditetapkan 

3. Belum tersusunnya strategi yang efektif dalam peningkatan nilai IKPA 

aspek perencanaan 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa capaian  nilai indikator Halaman III DIPA pada aspek perencanaan 

dalam IKPA belum optimal? 

2. Bagaimana strategi meningkatkan capaian nilai indikator Halaman III DIPA 

dalam aspek perencanaan guna mengoptimalkan capaian IKPA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya 

capaian nilai indikator Halaman III DIPA dalam aspek perencanaan pada 

IKPA 

2. Merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan capaian nilai 

indikator Halaman III DIPA pada aspek perencanaan guna meningkatkan 

capaian IKPA 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban serta seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) terkait dalam upaya meningkatkan penilaian IKPA khususnya 

dalam aspek perencanaan 

2. Manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perencanaan anggaran 
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menyangkut strategi peningkatan nilai indikator aspek perencanaan dalam 

IKPA khususnya dalam indikator revisi halaman III DIPA.  



124 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Peningkatan Nilai Indikator 

Halaman III DIPA dalam Aspek Perencanaan pada IKPA di Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK), maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya karena masih tingginya 

deviasi antara RPD dengan realisasi penyerapan anggaran yang menunjukkan 

belum tercapainya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penyusunan RPD yang masih menggunakan 

pendekatan pembagian pagu secara proporsional per bulan, karakteristik belanja 

LPSK yang bersifat case-driven dan sulit diprediksi, belum optimalnya 

koordinasi antara unit perencanaan dan pelaksana kegiatan, serta keterbatasan 

sumber daya manusia dan adanya rangkap jabatan pada pengelola anggaran. 

Meskipun nilai indikator Halaman III DIPA mengalami peningkatan dari 53,85% 

pada tahun 2023 menjadi 82,73% pada tahun 2024, capaian tersebut masih 

memerlukan perbaikan secara berkelanjutan agar kualitas perencanaan anggaran 

semakin optimal. 

2. Hasil analisis menggunakan metode ABK menunjukkan bahwa strategi 

peningkatan nilai indikator Halaman III DIPA dalam aspek perencanaan IKPA di 

LPSK dari aspek input, proses, output dan outcome dapat disimpulkan bahwa 

perlu dilakukan melalui dari berbagai aspek: 

a. Strategi dari aspek input meliputi Melakukan penghitungan secara 

cermat,  penentuan target yang mengacu pada Stancar Biaya Keluaran 

Penyusunan Pedoman Rencana Penarikan Dana (RPD), dan Penguatan 

kualitas penyusunan RPD berbasis data historis 
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b. Strategi dari aspek proses meliputi Penguatan koordinasi dan integrasi 

antar unit kerja yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran dengan para unit kerja dan PPK setiap bulan, Penyusunan 

Standar Biaya Keluaran sesuai dengan kebutuhan LPSK, Peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan 

penganggaran melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara 

berkelanjutan, serta Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala 

melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk mengidentifikasi 

penyimpangan antara RPD dan realisasi anggaran sejak dini, sehingga 

tindakan korektif dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan 

c. Strategi dari aspek input meliputi Optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi dan sistem digital terintegrasi, dan Penyusunan Program dan 

kegiatan dengan dengan menggunakan work plan sehingga program dan 

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

d. Strategi dari aspek outcome meliputi Penghitungan secara cermat dalam 

perencanaan kas yang mengacu pada target kinerja yang telah 

ditetapkan, evaluasi terhadap capaian output kinerja dan rencana tindak 

lanjut untuk memperbaiki nilai aspek perencanaan khususnya halaman 

III DIPA, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik 

penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode 

berikutnya 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. LPSK perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan 

RPD yang lebih akurat, realistis, dan berbasis kebutuhan riil pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Pimpinan LPSK perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan kepada 

ketua tim dan PPK sehingga terjalin dan kepedulian dalam penentuan rencana 

kegiatan 

3. Pimpinan LPSK memiliki kebijakan terkait perumusan strategi dalam 

menetapkan target kinerja 

4. LPSK perlu menyusun pedoman tentang mekanisme penyusunan rencana 

penarikan dana 

5. LPSK perlu melakukan pembaharuan tentang Standar Baiaya Keluaran sesuai 

dengan kebutuhan LPSK yang berkembang dalam memberikan layanan 

perlindungan terhadap saksi dan korban 

6. LPSK perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi perencana, PPK, dan pengelola 

anggaran terkait penganggaran berbasis kinerja dan pengelolaan RPD. 

7. LPSK perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi serat tindak lanjut 

secara berkala guna mengidentifikasi dan meminimalkan deviasi antara rencana 

dan realisasi anggaran. 

8. LPSK perlu memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi seperti SAKTI, 

OMSPAN, dan dashboard monitoring anggaran perlu dilakukan untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. 

9. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji hubungan antara ABK, KA, 

dan IKPA menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods pada 

berbagai kementerian/lembaga guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. 
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Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan kualitas perencanaan 

anggaran dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan kinerja pelaksanaan 

anggaran, khususnya pada indikator Halaman III DIPA dalam IKPA. 
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